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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Hakim terhadap putusan No. 35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw. 

tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 

berlandaskan KUHP Pasal 1 ayat (2) yakni Hakim memberikan sanksi 

yang lebih menguntungkan bagi terdakwa sesuai dengan UU No. 23 

tahun 2002, terdakwa dikenai sanksi penjara 3 tahun dan denda Rp. 

60.000.000. Hakim juga menggunakan asas legalitas dalam putusannya 

yaitu tiada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu. 

Dimana undang-undang yang telah diperbaharui diberlakukan  setelah 

pidana itu dilakukan oleh terdakwa dan masih dalam proses 

persidangan, dengan demikian diberlakukanlah undang-undang yang 

lama bagi terdakwa. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada  

putusan No.35/Pid.Sus/2015/ PN.Ngw Tentang Tindak Pidana 

Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan. Hakim memberikan 

sanksi yang menguntungkan pada terdakwa seperti halnya teori dalam 

hukum pidana Islam dalam pemberian sanksi lebih mengutamakan 

untuk kemaslahatan umat.  
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B. SARAN 

1. Adanya perubahan undang-undang lama dengan undang-undang yang 

baru yakni UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dengan 

UU N0. 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 

2002 merupakan perubahan dengan menyisipkan, menambah , 

menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-

undangan. Aparat penegak hukum bisa mempertimbangkannya lagi 

yang bisa menguntungkan bagi terdakwa.  

2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa cepat 

dalam mendapatkan informasi terkait dengan perubahan undang-

undang yang lama dengan undang-undang yang baru. 

 


